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MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi
dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil...

(QS. Al-Maidah ayat 8)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :
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Kedua orang tua ku
Pak HM. Irawady Joenoes, SH

Seseorang yang mengerti aku
Almamaterku
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Taufiq dan- HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Tanggung Jawab Pidana Wartawan dalam Tindak Pidana Pers “.

Dalam zaman m(;dem seperti sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan
informasi merupakan kebutuhan kodrati manusia. Dengan informasi manusia dapat
mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitarnya, dapat memperluas cakrawala
pandangan dan fikiran. Dalam hal ini pers mempunyai peranan utama sebagai
penyebar luas informasi dipusat negara sampai kepelosok daerah, tanpa pers tentunya
informasi yang akan sampai kepada masyarakat akan terbatas. Dengan banyakn;/a
penerbitan pers, maka persaingan untuk mendapat tempat dihati para pembaca
semakin ketat. Untuk itulah dibuatlah berita semenarik mungkin. Kadang-kadang
untuk memperoleh berita yang menarik, para wartawan sengaja melanggar norma
agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan dan Kode Etik Jurnalistik,
serta dapat bertentangan dengan pasal-pasal dalam aturan hukum yang menyangkut
pers baik dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-
undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam zaman modern seperti sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan
informasi merupakan kebutuhan kodrati manusia. Dengan informasi manusia dapat
mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitarnya, dapat memperluas cakrawala
pandangan dan fikiran'. Dalam hal ini pers mempunyai peranan utama sebagai
penyebar luas informasi dipusat negara sampai kepelosok daerah,tanpa pers tentunya
informasi yang akan sampai kepada masyarakat akan terbatas. Informasi itu dapat
berbentuk berita, dapatlah dikatakan bahwa ujung pangkal pers adalah berita®. Untuk
dapat disebut berita, minimal harus memenuhi tiga syarat yaitu®:
1. Faktual, artinya berita itu harus berdasarkan fakta yang terjadi dan bukan
khayalan ataupun asumsi-asumsi.
2. Aktual, artinya berita yang baru saja terjadi sedapat mungkin disuguhkan
secepatnya.

3. Menarik, artinya minat orang untuk mengetahui apa terjadi itu dapat

terpenuhi.

: ;
Prof.Dr. Mustafa Abdullah “Aspek Hukum Penyelengaraan Pers” Makalah disampaikan pada
grogmm pendidikan dan pelatihan Harian Sriwijaya Post, Juli 1993, hal 1. P P

: gi,ovzﬁkﬁ;] Julr;nahsak dalam Praktek, Yayasan Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta, 1959, hal. 12
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Dalam menulis sebuah berita ketiga syarat tersebut haruslah diperhatikan. Dunia pers
sebagai bagian dari media massa, mempunyai peran sangat penting bagi masyarakat
dalam penyampaian informasi. Pers telah menjelma menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan dimana pers itu berada. Tidaklah mengherankan jika
kehadiran pers dimanfaatkan oleh golongan tertentu guna memperjuangkan
kepentingan mereka. Dengan demikian diharapkan agar pers dapat melepaskan diri
dari unsur prasangka kelompok, subyektifitas, dan group projudied.” Pada bagian
lain, pers harus sadar bahwa kebebasan dan kemerdekaan pers yang harus
memperhatikan berbagai norma, aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
yang berlaku dalam system pergaulan sosial berdasarkan undang-undang sehingga
pemberitaan pers tidak akan terjebak pada tindak pidana pers’.

Dilihat dari fungsinya wartawan merupakan orang yang paling berperan
dalam membuat sebuah berita. Dalam menulis berita para wartawan kadang kala
hanya mementingkan unsur sensasi, sehingga mengenyampingkan unsur faktual. Bila
terjadi demikian berarti wartawan telah membuat berita bohong. Apalagi sejak di
mulainya era kebebasan pers dengan ditandai oleh kebijakan Pemerintah yang
menghapuskan izin usaha penerbitan pers, banyak penerbitan pers bermunculan
dengan berbagai macam isi berita. Hal itu mendapat sambutan positif bagi
masyarakat pers yang selama ini merasa terbelenggu akibat kekuasaan yang represif

terhadap pers oleh pemerintah. Pada periode ini pers juga semakin menyediakan

41 éAlngg:]fa“da" Nefie S, Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Moral Kita, Sumatera Ekspres, 18 Juli

3 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 5 ayat (1).



ruang bagi kaum intelektual, para aktivis pembela hak azasi manusia dan demokrasi
maupun terhadap masyarakat luas yang awam terhadap pers. Dengan banyaknya
penerbitan pers, maka persaingan untuk mendapat tempat dihati para pembaca
semakin ketat. Untuk itulah dibuatlah berita semenarik mungkin. Kadang-kadang
untuk memperoleh berita yang menarik, para wartawan sengaja melanggar norma
agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan dan Kode Etik Jurnalistik,
serta dapat bertentangan dengan pasal-pasal dalam aturan hukum yang menyangkut
pers baik dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-
undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Berita-berita yang berlaku diungkapkan melalui proses berfikir yang lebih
matang dibandingkan dengan kata-kata lisan, karena itu tanggung jawab dalam pers
akan lebih transparan karena dapat dibuktikan dengan alat bukti yang berupa tulisan.
Sehubungan dengan persaingan antara pers yang semakin tinggi, maka para wartawan
cenderung berlomba-lomba memenuhi unsur aktual dan menarik tetapi sering
terpeleset meninggalkan unsur faktualnya. Permasalahan ini mengakibatkan sebagian
wartawan menyelipkan “kabar bohong”, dan “setengah bohong”. Hal ini dapat
menggiring wartawan melanggar hukum, walaupun presentase tetapnya belum jelas.
Masih belum hilang dari ingatan kita kasus kasus pencemaran nama baik terhadap
Tomy Winata oleh berita yang dibuat oleh wartawan Koran Tempo’. Oleh karena itu

wartawan sebagai orang paling berperanan dalam penulisan sebuah berita haruslah

¢ Wina Armada S.A, Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 27,

7 Ada Tomy di Tenabang, Tempo, 3 Maret 2003, hal. 1,



itu wartawan sebagai orang paling berperanan dalam penulisan sebuah berita haruslah
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas semua isi berita yang ditulis. Untuk
itulah penulis menyusun skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pidana Wartawan

Dalam Tindak Pidana Pers”.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan pidana dalam tindak pidana
pers.

2. Bagaimanakah tanggung jawab pidana wartawan dalam tindak
pidana pers.

B, Faktor-faktor apakah yang dapat membuat wartawan dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana dalam tindak pidana pers.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini difokuskan tanggung jawab pidana

wartawan dalam tindak pidana pers media cetak.

D. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah

untuk mengetahui  factor-faktor yang dapat membuat wartawan dapat

diprtanggungjawabkan secara pidana.



E. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah memberikan
pemahaman kepada wartawan tentang batasan berita yang boleh mereka tulis, dan
memberikan masukan kepada aparat penegak hukum tentang tindakan yang akan

mereka ambil terhadap wartawan yang melakukan tindak pidana pers.

F: Metode Penelitian

1. Objek penelitian
Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah media cetak, putusan
pengadilan yang mengadili kasus tindak pidana pers.

2. Pendekatan masalah
Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif, yaitu mengkaji tanggung jawab pidana wartawan menurut
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kode etik jurnalistik dan undang-

undang pokok pers dan ditunjang oleh pendekatan yuridis untuk mendapatkan
masukan-masukan dari pihak terkait.
3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data
Data yang diutamakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Data yang diperoleh dari literature-literatur yang ada di kepustakaan.

2. Data pelengkap data kepustakaan seperti undang-undang dan kode etik

profesi dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini.



b. Sumber data
Sumber data untuk penyusunan skripsi ini di peroleh dari :
1. Data sekunder
Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan
(Library Research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini dibedakan menjadi :®
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat
digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-
undangan dan kode etik.
b.Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan antara lain karya
ilmiah, media cetak dan buku pedoman lainnya.
2. Data primer
Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research).
3. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di organisasi profesi wartawan dan
pengadilan.

4. Cara pengumpulan data

1. Studi dokumen.

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui

data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didapat.

2. Wawancara.

8 Qe ..
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hal 52,
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